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ABSTRAK 
 
IKHSAN WAHIDIN (B 111 11 288), TINDAK PIDANA PENCURIAN 
MENURUT KUHP DENGAN HUKUM ISLAM dengan dosen pembimbing 
Syukri Akub dan Achmad.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perspektif 
antara Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang 
tindak pidana pencurian serta perbedaan sanksi antara Hukum Islam dan 
KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Untuk memperoleh data yang 
diinginkan, yakni membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan judul 
skripsi.  
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain menunjukan 
bahwa dalam KUHP, tindak pidana pencurian diancam dengan penjara 
lima tahun dan denda sedangkan Hukum Islam tindak pidana pencurian 
diancam dengan hukuman potong tangan apabila unsur dan syaratnya 
terpenuhi. Apabila unsurnya tak terpenuhi maka terdapat bentuk 
hukumanya yang lain yaitu dihukum dengan hukuman tazir. Juga terdapat 
perbedaan pandangan dari segi unsur seperti dalam KUHP terdapat unsur 
sebagian atau seluruhnya milik orang lain sedangkan dalam Hukum Islam 
apabila benda yang dicuri merupakan harta bersama dari pelaku dan 
korban maka pelaku tidak akan dihukumi dengan hukuman potong 
tangan. Ini dikarenakan Hukum Islam mewajibkan untuk menghindari 
sesuatu yang berbau syubhat. Hukum Islam lebih fleksibel karena dalam 
mekanisme pemberian sanksi melihat latar belakang dan alasan pelaku 
serta situasi dan kondisi sosial masyarakat. Ini dikarenakan Hukum Islam 
lebih mementingkan aspek jiwa yaitu menjaga diri dari kebinasaan demi 
keberlangsungan hidup manusia.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Ini 
tertuang pada penjelasan umum dalam Undang-Undang Dasar !945. 
Sebegai Negara hukum, Indonesia memberi petunjuk tingkah laku kepada 
warganya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta 
kesejahteraan bersama. Hukum mengikatkan diri kepada masyarakat 
yang disebut dengan norma hukum dimana masyarakat menjadi tempat 
bekerjanya norma tersebut. Indonesia merupakan Negara yang warganya 
beragama islam terbesar di dunia. Oleh karena itu banyak warga 
Indonesia yang menggunakan norma agama Islam dalam berkehidupan 
sehari-hari walaupun tidak keseluruhan dari norma-norma agama Islam. 
Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar 
norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum 
nasional maupun norma agama.Agama manapun melarang bagi 
penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat 
menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban 
dalam masyarakat.Hukum positif yang berlaku Indonesia juga melarang 
orang untuk memiliki barang yang bukan menjadi haknya secara melawan 
hukum seperti yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP. 
Disyariatkannya hukum islam bertujuan untuk melindungi dan 
mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik keselamatan individu 
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maupun keselamatan masyarakat. Keselamatan itu menyangkut seluruh 
aspek kepentingan manusia, yaitu aspek dharuriyat (primer), hajiyat 
(sekunder), dan tahsiniyat (pelengkap).Aspek dharuriyat terdiri dari 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan tidak adanya atau 
terganggunya aspek ini, kehidupan akan kacau balau.Oleh sebab itulah 
Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadapnya.Untuk 
melindungi dan memelihara kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, Islam 
telah menetapkan aturan –aturan berupa perintah dan larangan.Dalam hal 
tertentu, aturan-aturan tersebut disertai ancaman hukuman dunia di 
samping hukuman di akhirat apabila di langgar.Hikmah adanya ancaman 
hukuman diberlakukan agar arang gentar dan takut mengerjakan tindak 
pidana.1 Disini penulis akan fokus terhadap tindak pidana pencurian yang 
mengganggu aspek kehidupan dharuriyat (primer) harta. 
Dalam hukum islam, kepemilikan pribadi atas harta karna haknya 
sangat di hormati dan dianggap sebagai hak yang suci. Seorang tidak 
boleh melakukan tindakan semena-mena atau sewenang-wenang 
mengambil barang atau harta seseorang yang bukan menjadi haknya  
dengan pertimbangan apapun. 
Permasalahannya masyarakat awam tidak banyak memahami 
hukum pidana Islam secara mendalam.Masyarakat hanya menangkap 
kesan bahwa sanksi hukum pidana Islam itu kejam dan 
mengerikan.Masyarakat menganggap bahwa setiap pencurian pasti 
hukumannya adalah potong tangan padahal dalam hukum Islam terdapat 
                                                          
1 Yanggo, Huzaimah Tahido. 2005. Masail Fiqhiyah. Bandung:Angkasa Hal : 58  
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syarat-syarat yang harus terpenuhi sehingga dapat dilaksanakan 
hukuman potong tangan tersebut.Masyarakat menganggap bahwa sistem 
hukum barat lebih sesuai dengan hak asasi manusia dan rasa keadilan 
dalam masyarakat. Selain itu, masyarakat beranggapan bahwa system 
hukum barat sudah sempurna dan lengkap mencakup seluk beluk aspek 
kehidupan dan hukum islam hanya diperuntukkan hanya umat Islam saja. 
Anggapan-anggapan tersebutlah yang sekarang ini telah mempengaruhi 
jalan pikiran masyarakat. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, 
yang kehadirannya adalah rahmat, berkah, cinta dan kebaikan bagi alam 
dan seisinya,  
Islam adalah agama yang sempurna, mencakup segala aspek 
kehidupan baik hubungan antar manusia dan hubungan manusia dan 
pencipta-Nya.Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada 
manusia dengan memberikan perintah dan larangan yang mengatur 
manusia. Hal ini dilihat dari maksud diberlakukannya sebuah hukum 
berbentuk larangan dan perintah dalam maksud-maksud hukum (al 
maqasid asysyariah) yang terdapat dalma lima tujuan syariat yaitu : 
memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan 
kehormatan dan memelihara harta benda. 
Hukum di Indonesia dengan mengadopsi hukum Belanda terus 
berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan zaman.Akan 
tetapi beberapa ahli hukum Islam juga dapat berkembang sesuai dengan 
perkembangan zaman dengan mengambil nilai-nilai yang terkandung 
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dalam hukum Islam dan asas-asas hukum yang dapat berlaku umum dan 
dapat diterima oleh masyarakat. 
Seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan pun semakin 
berkembang dan bertambahnya macam-macam jenis kejahatan.Pada 
tahun-tahun terakhir semakin banyak terjadi kejahatan terhadap harta 
atau pencurian.Menurut Anton Tabah dalam suara merdeka menyatakan 
bahwa di Indonesia, pencurian berat naik dari 48.466 kasus di tahun 1998 
menjadi 51.315 kasus di tahun 1989.2 
Ini membuktikan bahwa sistem penanggulangan masalah 
pencurian sekarang ini belum bisa menekan laju kejahatan pencurian di 
Indonesia.Diperlukan adanya suatu system penanggulangan yang lebih 
tegas dan hukuman yang sesuai dengan kejahatannya. 
Hukum Islam mengganggap bahwa pencurian merupakan 
kejahatan yang berbahaya dan oleh karena itu hukuman potong tangan 
merupakan hukuman setimpal bagi yang mélanggar sebagaimana 
dijelaskan pada surah Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut : 
 ٌميِكَح ٌزيِزَع ُ َّاللََّو ِ َّاللَّ َنِم لااََكن َابَسَك اَِمب ًءاَزَج اَمَُهيِدَْيأ اُوعَطْقاَف ُةَقِراَّسلاَو ُقِراَّسلاَو
(٣٨  
Artinya : 
Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri[1], 
potonglah tangan keduanya[2] (sebagai) balasan atas perbuatan 
yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah[3].3 
                                                          
2 Ibid Hal : 58 
3 Al-Maidah Ayat 38 
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Itupun mekanisme hukuman potong tangan dilaksanakan apabila 
telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya yaitu harta curian itu 
mencapai nishab (jumlah) yang di tentukan. 
Atas dasar inilah penulis merasa perlu mengkaji masalah pidana 
tindak pencurian menurut KUHP dan Hukum Islam sebab pada 
kenyatannya system penanggulangan masalah pencurian sekarang ini 
belum mampu menekan  laju kajahatan pencurian di Indonesia. Serlain itu 
mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehingga dalam 
penelitian ini mengkomparasikan hukum positif dan hukum Islam. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi 
pokok permasalahan adalah 
1. Bagaimana perbandingan pandangan mengenai tindak pidana 
pencurian menurut KUHP dengan Hukum Islam dari segi unsur? 
2. Bagaimana perbandingan tindak pidana pencurian menurut KUHP 
dan Hukum Islam dari segi bentuk hukuman? 
  
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui kajian perbandingan pandangan tindak 
pidana pencurian menurut KUHP dengan Hukum Islam dari segi 
unsur-unsurnya. 
b. Untuk mengetahui perbandingan tindak pidana pencurian 
menurut KUHP dan Hukum Islam dari segi bentuk hukumannya. 
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2. Manfaat Penelitian 
a. Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan 
pengetahuan lebih tentang kajian pencurian sebagai delik dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
b. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas kepada penulis 
tentang perbandingan tindak pidana pencurian menurut KUHP 
dengan Hukum Islam. 
c. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, 
dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademis dan 
praktisi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan 
pada umumnya dan ilmu hukum di bidang tindak pidana 
pencurian pada khususnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan kata 
‘straabaar feit’. Di dalam kepustakaan ini sama halnya dengan kata ‘delik’. 
Sedangkan pembuat Undang-Undang menggunakan kata Peristiwa 
Pidana, Perbuatan Pidana atau Tindak Pidana. Straabaarfeit, delik, 
peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana itu sama 
pengertiannya. Perlu adanya pengertian secara ilmiah dan konkrit tentang 
tindak pidana untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam 
menerapkan arti tindak pidana tersebut dalam masyarakat. 
Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa : "Delik sebagai suatu 
perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan 
sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan".4 
Moeljatno menerjemahkan istilah “straftbaar feit” dengan perbuatan 
pidana.Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah 
perbuatan yang dilarang   oleh suatu suatu aturan hukum larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa 
yang melanggar larangan tersebut.5 
                                                          
4Andi Zainal Abidin Farid.1987. Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Bandung : 
Alumni Hal :33 
5Moeljatyo.1988. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Angkasa  
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Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa : Yang 
dimaksud  dengan tindak  pidana atau dalam bahasa Belanda strafbaarfeit 
atau dalam bahasa Asing disebut delict berarti suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan 
merupakan subjek tindak pidana.6 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah 
suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang telah 
dirumuskan dalam suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman 
(sanksi) yang dilakukan secara sengaja atau kelalaian oleh seseorang 
atau -bisa disebut pelaku atau subjek tindak pidana dan dapat di 
pertanggungjawabkan. 
Disini dijelaskan bahwa subjek hukumnya yaitu manusia dan badan 
hukum yang mempunyai kemampuan daya pikir.Perbuatan itu haruslah 
berupa kesalahan dan telah dirumuskan dalam suatu aturan hukum karna 
adanya asas legalitas (Principle of Legality) yang menentukan bahwa 
tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak 
ditentukan terlebih dahulu dalam perundang undangan (Nullum Delictum 
Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali).Dari uraian di atas juga dapat 
disimpulkan bahwa larangan tersebut disertai dengan ancaman hukuman 
(sanksi). Dijelaskan juga bahwa perbuatan itu terdapat syarat 
kesengajaan (Dolus) dan kealpaan (Culpa). 
Lain halnya pandangan ahli hukum pidana moelijatno tentang 
pengertian tindak pidana.Moelijatno menggunakan istilah perbuatan 
                                                          
6 Wirjiono Prodjodikoro.2003. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: PT. 
Refika Aditama   
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pidana untuk menerjemahkan kata “straftbaarfeit”.Menurut moelijatno, 
perbuatan pidana hanya mencakup perbuatannya saja, unsure pelaku dan 
hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan dan mampu 
bertanggungjawab, tidak boleh dimasukkan ke dalam defenisi perbuatan 
pidana; melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur 
pertanggungjawaban pidana.7 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam 
konsep tentang struktur yang membentuk tindak pidana, yaitu: (1) konsep 
penyatuan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang 
membentuk tindak pidana; dan (2) konsep pemisahan antara perbuatan 
pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) yang keduanya 
merupakan syarat-syarat untuk di pidananya pelaku.8 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Di dalam perbuatan pidana haruslah terdapat unsur-unsur lahiriah 
yang terdapat sehingga dia dapat di katakan sebagai perbuatan pidana 
yang membedakannya dengan perbuatan biasa. 
Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi 
unsur-unsur sebagai berikut:9 
1) Harus ada perbuatan manusia;  
2) Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan 
pasal dari undang-undang yang bersangkutan;  
3) Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf);  
                                                          
7 Franz Maramis.2013. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta:Rajawali 
Press. Hal:59 
8 Ibid Hal 59 
9 P.A.F Lamintang.1984. Delik-Delik Khusus. Bandung: Bina Cipta Hal : 184 
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4) Dapat dipertanggungjawabkan  
Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa:10 
1) Kelakuan dan akibat  
2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.  
3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana  
4) Unsur melawan hukum yang objektif. 
5) Unsur melawan hukum yang subjektif  
Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan 
bahwa:11 
Unsur   tindak   pidana terdiri   atas   unsur   objektif   dan   unsur  
subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, 
yaitu berupa:  
1. suatu tindakan;  
2. suatu akibat dan;  
3. keadaan (omstandigheid) 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang.   Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbutan yang 
dapat berupa : 
1. Kemampuan(toerekeningsvatbaarheid);  
2. Kesalahan (schuld). 
Di dalam rumusan delik pasti ditemukan suatu tindakan manusia 
yang tindakannya telah melanggar suatu aturan dalam suatu Undang-
Undang.Di setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
                                                          
10 Djoko Prakoso.1988. hukum Penitensier di Indonesia. Jakarta :: Liberty Hal : 104 
11 Leden Marpaung.2005. Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika Hal 
: 10 
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Pidana dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur 
subjektif dan unsur objektif. 
Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku 
atau yang berhubungan pada diri pelaku atau termasuk sesuatu yang 
terdapat dalam hatinya.Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur 
yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam 
keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus 
dilakukan. 
Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah yaitu :12 
a. Kesengajaan (dolus)atau ketidaksengajaan (culpa);  
b. Maksud atau Voornemenpada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP; Macam-
macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam 
kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 
pemalsuan, dan lain-lain; 
c. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang 
terdapat dalam     kejahatan pembunuhan menurut Pasal KUHP; 
d. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai 
berikut : 
a. Sifat melawan hukum atau wederrechttelijkheid;  
b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri;  
                                                          
12 P.A.F Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti Hal : 
193-194 
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c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai 
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. 
Sedangkan Tongat menguraikan bahwa unsur- unsur tindak pidana 
terdiri atas dua macam yaitu:13 
1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (dader) 
yang dapat berupa :  
a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak 
berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-
undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain 
perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, 
Pasal 263 dan Pasal 362   KUHPidana. Di dalam ketentuan 
Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa 
"perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang 
dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan 
mengambil.  
b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam  delik materiil. Contoh 
unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat 
yang dilarang dan diancam oleh undang- undang dan 
merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 
338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana 
misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan 
                                                          
13Tongat. 2002. Hukum Pidana Materiil. Malang : UMM Press 
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diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa 
matinya orang.  
c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan 
diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang 
berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh 
undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. 
Dalam  ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur 
objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.  
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku 
(dader) yang berupa:  
a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap 
perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggung 
jawab). 
b. Kesalahan (schuld) Seseorang dapat dikatakan mampu 
bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga 
syarat, yaitu :  
1) Keadaan jiwa orang itu  adalah sedemikian rupa, sehingga ia 
dapat mengerti akan   nilai perbuatannya dan karena juga 
mengerti akan nilai perbuatannya itu. 
2) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia 
dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia 
lakukan.  
3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan 
perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang- undang. 
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3.  Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Dalam Kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum 
pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis 
tindak pidana (delik). Beberapa di antara pembedaan yang terpenting, 
yaitu :14 
a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran 
Pembedaan delik berdasarkan sistematika KUHPid.Buku II memuat 
delik-delik yang disebut dengan kejahatan (misdrijven), sedangkan buku 
III KUHPid memuat delik-delik yang disebut pelanggaran (overtredingen). 
b. Delik Hukum dan Delik Undang-Undang. 
Delik hukum (rechtdelict) adalah perbuatan oleh masyarakat sudah 
dirasakan sebagai melawan hukum, sebelum pembentuk undang-undang 
merumuskannya dalam undang-undang.Misalnya pembunuhan dan 
pencurian. 
Delik Undang-Undang adalah (wetsdelict) adalah perbuatan yang 
oleh masyarakat nanti diketahui sebagai melawan hukum karena 
dimasukkan oleh pembentuk undang-undang ke dalam suatu undang-
undang. Contohnya adalah pengemis di depan umum (Pasal 504 
KUHPid). 
c. Delik Formal dan Delik Material 
Delik formal atau delik dengan perumusan formal adalah delik yang 
dianggap telah selesai (voltooid) dengan dilakukannya suatu perbuatan 
yang dilarang.Contohnya Pasal 362 KUHPid tentang pencurian.Dengan 
                                                          
14 Franz Maramis.2013. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta : 
Rajawali Press Hal : 69-81 
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melakukan perbuatan “mengambil”, maka pebuatan tersebut sudah 
menjadi delik selesai. 
Delik material adalah perbuatan yang nnanti menjadi delik selesai 
setelah terjadinya suatu akibat yang ditentukan dalam undang-
undang.Contohnya pembunuhan.Pembunuhan dikatakan selesai setelah 
adanya orang mati. 
d. Delik Aduan dan Delik Bukan Aduan 
Delik aduan (klachtdelict) adalah delik yang hanya dapat dituntut 
jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, Jika tidak ada 
pengaduan, maka perbuatan itu tidak dapat dituntut di depan pengadilan. 
Dalam KUHPid, aturan-aturan umum tentang delik aduan diatur dalam 
Buku I Bab VII (Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam 
Kejahatan yang Hanya Dituntut Atas Pengaduan), yang mencakup Pasal 
72-75.Sedangkan delik bukan aduan merupakan kebalikan dari delik 
aduan. 
e. Delik sengaja dan Delik Kealpaan 
Delik sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. 
Contohnya pasal 338 KUHPid yang dengan tegas menentukan bahwa 
barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam 
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.  
Delik kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan 
(culpa). Contohnya pasal 359 KUHPid, menentukan bahwa barangsiapa 
Karena kealpaan menyebabkan matinya orang, diancam pidana penjara 
paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. 
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f. Delik selesai dan Delik Percobaan 
Delik selesai adalah perbuatan yang sudah memenuhi semua 
unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan delik percobaan adalah delik 
yang pelaksanaanya tidak selesai.Dalam KUHPid idak diberikan defenisi 
tentang apakah yang dimaksudkan dengan percobaan (poging).Pasal 53 
ayat (1) KUHPid hanya ditentukan unsur-unsur untuk dapat dipidananya 
percobaan melakukan kejahatan. 
g. Delik Komisi dan Delik Omisi 
Delik Komisi (Commisie delict) adalah delik yang mengancamkan 
pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan (perbuatan aktif).Dalam 
hal ini seseorang melakukan suatu perbuatan atau berbuat sesuatu. 
Contohnya norma yang bersifat larangan, yaitu pasal pencurian. 
Seseorang diancam pidana karna melakukan sesuatu, yaitu mengambil 
suatu barang. 
Delik omisi (Ommissie delict) adalah delikyang mengancam pidana 
terhadap sikap tidak bebrbuat sesuatu (perbuatan pasif). Delik ini 
berkenaan dengan norma yang bersifat perintah..Contohnya pada pasal 
531 KUHPid yaitu mengancam pidana terhadap seseorang yang melihat 
seseorang dalam keadaan maut dan tidak memberikan pertolongan. 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian 
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah 
mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya 
dengan sembunyi-sembunyi. “Pencuri” berarti orang yang mencari atau 
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maling.“Curian” berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri. Sedangkan 
arti “pencurian” proses, cara, perbuatan.15 
Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya 
dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian 
dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: barang siapa mengambil suatu 
benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud 
untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan 
pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00. 
Adapun Unsur-unsur dari tindak pidana pencurian yang dirumuskan 
pada pasal 362 KUHPid, yaitu :16 
1) Unsur-Unsur Objektif berupa : 
a. Unsur perbuatan mengambil (wegnemen) 
Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah 
perbuatan “mengambil” barang.“Kata “mengambil” (wegnemen) 
dalam arti sempit terbatas pada menggerakan tangan dan jari-
jari, memegang barangnnya, dan mengalihkannya ke lain 
tempat”. 
Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil 
ini menunjukan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana 
formill. Mengambil adalah suatu tingkah laku psoitif/perbuatan 
materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang 
disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan 
kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, 
                                                          
15 KBBI.Web.id./Curi. 4/21/2015 9:17 PM 
16 Tajmier.Blogger.Blogspot.com/2012/04/tindak-pidana-pencurian.html.4/21/2015. 9:17 
PM 
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memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan 
memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. 
Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan 
aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda 
itu ke dalam kekuasaannya.Berdasarkan hal tersebut, maka 
mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan 
terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke 
dalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak. 
Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak 
dan nyata adalah merupaka syarat untuk selesainya perbuatan 
mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi 
selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna. 
b. Unsur benda 
Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan 
dalam Memorie van toelichting (MvT) mengenai pembentukan 
Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak 
(roerend goed).Benda-benda tidak bergerak, baru dapat 
menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap 
dan menjadi benda bergerak.Benda bergerak adalah setiap 
benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur 
perbuatan mengambil. 
Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya 
dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 
KUHPerdata).Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah 
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benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau 
dipindahkan, suatu pengertian lawandari benda bergerak. 
c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain 
Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, 
cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu 
sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu 
milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B 
lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut 
telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka 
bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 
372 KUHP). 
2) Unsur-Unsur Subjektif berupa : 
a. Maksud untuk memiliki 
Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur 
pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als 
oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua 
unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan 
dipisahkan satu sama lain. 
Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang 
lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua 
unsur itulah yang menunjukan bahwa dalam tindak pidana 
pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya 
hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan 
alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan 
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perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi 
unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.Sebagai 
suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri 
sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya.Apabila 
dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan 
perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu 
kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan 
sebagai miliknya. 
b. Melawan hukum 
Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak 
pidana pencurian yaitu Maksud memiliki dengan melawan 
hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan 
hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan 
mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar 
memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan 
hukum.17 Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum 
dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. 
Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT 
yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan 
dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti 
kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada 
dibelakangnya. 
                                                          
17 Moeljatyo. 1988. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Angkasa  
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Menurut Adami Chazawi pencurian mempunyai beberapa unsur 
yaitu: 
1. Unsur objektif, terdiri dari:18 
a. Perbuatan mengambil 
b. Objeknya suatu benda 
c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu 
benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. 
2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari: 
a. Adanya maksud 
b. Yang ditujukan untuk memiliki 
c. Dengan melawan hukum 
Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai 
pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas. 
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian 
Dalam KUHPid, tindak pidana pencurian di klasifikasikan sebagai 
kejahatan terhadap harta oleh penyusun undang-undang di buku 2 
KUHPid yang diatur mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367. 
Tindak pidana pencurian ini terbagi atas beberapa jenis, yaitu :19 
Pasal 362 KUHP 
”Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana 
penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak 
sembilan ratus rupiah”. 
 
 
                                                          
18 Adami Chazawi. 2003. Kejahatan Terhadap Harta Benda. Malang: Bayu Media Hal : 5 
19 Richzisland.blogspot.com/2012/05/Kejahatan-terhadap-harat-benda-contoh.html. 
4/21/2015 10:23 PM 
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Pencurian dalam bentuk pokok ini mengadung unsur objektif dan 
subjektif. 
Pasal 363 KUHP 
 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 
ke-1. pencurian ternak;  
ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa 
bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal 
terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau 
bahaya perang; 
ke-3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh 
orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki 
oleh yang berhak; 
ke-4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu; 
ke-5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, 
atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan 
merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak 
kunci palsu. perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 
(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan 
salah satu tersebut ke-4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara 
paling lama sembilan tahun. 
 
Pasal 364 KUHP 
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, 
begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 365 ke-5, 
apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak 
lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, 
pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak 
enam puluh rupiah. 
 
Pasal 365 KUHP 
(1) “ Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, 
pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal 
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau 
peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang 
dicurinya. 
(2) “ Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 
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Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah 
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan 
umum, atau dlam kereta apinatau trem yang sedang berjalan; 
Ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu; 
Ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan 
merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, 
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; 
Ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 
(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun. 
(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika 
perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh 
dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah 
satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3. 
 
Pasal 366 KUHP 
Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan 
dalam pasal 362, 363 dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak 
tersebut dalam pasal 35 no 1-4. 
 
Pasal 367 KUHP 
 (1) “ Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam 
bab ini adalah suami(istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan 
tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, 
maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin 
diadakan tuntutan pidana. 
(2)  “Jika dia adalah suami(istri) yang terpisah meja dan tempat 
tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah 
atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang 
derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan 
penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. 
(3) “ Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan 
oleh orang lain dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut 
ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. 
 
C. Pengertian Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam 
1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam 
 Istilah tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan Jarimah 
atau Jinayah (Arab). Secara etimology jarimah yaitu melukai, berbuat atau 
kesalahan. Secara terminology Jarimah dalam syariat Islam adalah 
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larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman Had 
atau Ta’zir.20 
Sedangkan dikalangan fuqaha, yang dimaksud dengan kata-kata 
jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan itu 
mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun yang lain-lainya.21 
Dalam hukum Islam, kejahatan (jarimah /jinayat ) didefinisikan 
sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang 
pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya, atau tidak   
melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, 
suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari’at. 
Dengan kata lain, melakukan (commission) atau tidak melakukan 
(ommission) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang 
ditentukan oleh syari’at adalah kejahatan.22 
Pengertian "jinayah" atau "jarimah" tidak berbeda dengan 
pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif 
(pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata 
"jinayah" untuk "jarimah" yang diartikan sebagai perbuatan seseorang 
yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata "jinayah" ialah 
perbuatan yang dilarang oleh syara’, apakah perbuatan mengenai jiwa 
atau benda dan lainnya.23 
                                                          
20 Mardani, Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: CV INDHILL CO, 
cet – 1, 2008, hlm. 4. 
21 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-
5,1993, hlm. 1. 
22 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari’at dalam Wacana 
dan Agenda, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hlm. 20. 
23 Penjelasan mengenai istilah tersebut diperkenalkan oleh Abdul Qadir Audah yang 
ditulis dalam kitab aslinya. Lihat dalam Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ al-Jinay al-
Islamy, Beirut: Daar al-Kitab, t.th., hlm. 67. Pengertian istilah jinayah itu juga dapat 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jarimah atau jinayah 
adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak 
melaksanakan perbuatan-perbuatan wajib yang telah diperintahkan oleh 
syara’, perbuatan itu merugikan jiwa atau harta benda atau yang lain-
lainnya yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir.  
Jadi perbuatan seseorang dianggap sebagai perbuatan pidana 
apabila mempunyai kriteria – kriteria sebagai berikut :24  
a. Perbuatan itu diharamkan atau dilarang oleh syara’ 
b. Perbuatan itu berbahaya bagi agama, jiwa, akal, kehormatan 
dan harta. 
2. Macam-Macam Jarimah Dalam Hukum Islam 
 Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana (jarimah) berdasarkan 
berat ringannya hukuman dapat dikategorikan ke dalam tiga bagian, yaitu: 
a. Jarimah Hudud 
Kata hudud adalah bentuk jama’ dari kata had. Secara etimologi, 
kata had berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur 
atau supaya salah satunya tidak masuk pada wilayah yang lainnya.25 Kata 
had juga berarti pelanggaran, pencegahan, serta batas akhir dari sesuatu 
yang dituju. Menurut Ahmad Hanafi, jarimah hudud adalah jarimah yang 
diancamkan hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan macam 
dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.26 
                                                                                                                                                               
dilihat dalam Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, Formulasi Syari'at Islam dalam 
Perspektif  Tata Hukum Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 123. 
24 4Mardani, Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: CV INDHILL CO, 
cet – 1, 2008, hal.7. 
25 Rokhmadi, Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi 
Hukum Pidana Islam), Semarang:      Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, 
Pusat Penelitian thn 2005, hlm. 22. 
26 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-
5,1993, hlm. 7. 
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Macam-macam jarimah yang diancam dengan hukuman hudud 
oleh kebanyakan para fuqaha’ ditetapkan ada tujuh macam, yaitu : Zina, 
Qadzaf (tuduhan zina) sukr al-khamr (minuman keras), sariqah      
(pencurian), hirabah qatl al-thariq (perampokan), riddah (keluar dari islam) 
dan bughah (pemberontakan).27 
b. Jarimah Qishash dan Diyat 
Yang dimaksud dalam jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan 
yang diancam hukuman qishas atau hukum diyat. Hukuman qishas disini 
berarti hukuman yang berupa pembalasan setimpal.28 Sedangkan diyat 
adalah hukuman ganti rugi,yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku 
kepada korban atau walinya melalui keputusan hakim.29 
Hukuman yang berupa qishas maupun hukuman yang berupa diyat 
adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak 
mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi hak 
perseorangan, dengan pengertian bahwa si  korban bisa memaafkan si 
pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman tersebut menjadi hapus. 
Jadi, ciri dari jarimah qishas diyat adalah:  
1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, yakni sudah 
ditentukan oleh syara’ dan tidak terdapat batas maksimal dan 
minimal.  
2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), 
dalam artian bahwa, si korban atau keluarganya berhak 
memberikan pengampunan terhadap pelaku. 
                                                          
27 Abdul Qadir Awdah, Al-Tasyri’ Al-Jina’y Al-Islami, Beirut: Muassasah al Risalah, Juz1, 
hlm. 79. 
28 Al Jurjani, At- Ta'rifat Beirut: Dar Al- Fikr, tt, hlm. 173 
29 As- Sayyid Sabiq, Fiqh As Sunnah, Beirut: Dar Al Fikr, 1972,  hlm. 107 
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Jarimah qishas diyat dalam Hukum Pidana Islam terdiri dari tiga 
macam,yakni : Pembunuhan sengaja (al-qatl al-amd), pembunuhan semi 
sengaja (al-qatl syibh al-amd), pembunuhan tidak sengaja (al-qatl al-
khatha’), Sedangkan penganiayaan terdiri dari 2 macam yaitu 
penganiayaan sengaja (al-jarh al-amd), dan penganiayaan tidak sengaja 
(al-jarh al-khatha’).30 
c. Jarimah Ta’zir 
Istilah jarimah ta’zir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan 
yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang 
tidak ada sanksi had dan kifaratnya, atau dengan kata lain, ta’zir adalah 
hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim. Jadi ta’zir 
merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada 
ketetapan dalam nash tentang hukumannya.  
Hukuman-hukuman ta’zir tidak mempunyai batas-batas hukuman 
tertentu, karena syara’ hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai 
dari yang seringan-ringannya sampai hukuman yang seberat-beratnya. 
Dengan kata lain, hakimlah yang berhak menentukan macam tindak 
pidana beserta hukumannya, karena kepastian hukumnya belum 
ditentukan oleh syara’.31 
 
 
 
                                                          
30 Abdul Qadir Awdah, Al-Tasyri’ Al-Jina’y Al-Islami, Beirut: Muassasah al Risalah, Juz1, 
hal 78-80 
31 Rokhmadi, Reaktualisasi Hukum Pidana Islam (Kajian Tentang Formulasi Sanksi 
Hukum Pidana Islam), Semarang: Departemen Agama IAIN Walisongo Semarang, 
Pusat Penelitian thn 2005, Hal 57 
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D. Tinjauan Umum Terhadap Pencurian Dalam Perspektif Hukum 
Islam 
1. Pengertian Pencurian Menurut Hukum Islam 
Kata "jinayah" merupakan bentuk verbal noun (masdar) dari kata 
"jana".Secara etimologi "jana" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan 
jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.32 Seperti dalam 
kalimat jana 'ala qaumihi jinayatan artinya ia telah melakukan kesalahan 
terhadap kaumnya. Kata jana juga berarti "memetik", seperti dalam 
kalimat jana as-samarat, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang 
yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut 
mujna alaih.33Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan 
delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata jinayah mempunyai 
beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa 
jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (syara') 
yang diancam dengan hukuman had atau takzir.34 
Menurut bahasa (sariqah) berasal dari kata saraqa, yang artinya 
mencuri. Secara etimologi mencuri adalah mengambil benda dan atau 
barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.35 Sementara itu, 
secara terminologis defenisi sariqah dikemukakan oleh beberap ahli 
berikut. Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini seorang ulama mazhab 
syafi’I mengatakan bahwa sariqah secara bahasa berarti mengambil harta 
                                                          
32Makhrus. Munajat.2004. Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta : Logung 
Pustaka Hal 1 
33 Ahmad Wardi Muslich. 2004. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta : Sinar 
Grafika Hal :9 
34 Atabil Ali. Ahmad Zahdi Muhdar. Kamus Kontemporer Arab Indonesia Hal : 1060  
35 Yanggo, Yahido. 2005. Mashail Fiqhiyah. Bandung : Angkasa Hal : 58 
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(orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara istilah syara’ adalah 
mengambil harta (orang lain) sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari 
tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan 
berbagai syarat.36 
Menurut A. Djazuli dalam bukunya Fiqh Jinayah, pencurian 
mempunyai makna perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada 
pencuri.37 
Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa Sariqah ialah mengambil 
harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan 
untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk 
dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika 
dilakukan secara sembunyi-sembunyi.38 
Dari beberapa rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa sariqah 
ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi 
dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan 
barang atau harta kekayaan tersebut.39 
Adapun dasar hukum pencurian terdapat pada surah Al-Maidah 
ayat 38-39.Yaitu :40 
 َك اَِمب ًءاَزَج اَمَُهيِدَْيأ اُوعَطْقاَف ُةَقِراَّسلاَو ُقِراَّسلاَو َح ٌزيِزَع ُ َّاللََّو ِ َّاللَّ َنِم لااََكن َابَس( ٌميِك٣٨  
Artinya : 
Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, 
potonglah tangan keduanya(sebagai) balasan atas perbuatan yang 
mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. 
                                                          
36Nurul Irfan. Masyrofah.2013. Fiqh Jinayah. Jakarta : Amzah Hal 100 
37 A.Djazuli. Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam) Hal : 75 
38 Nurul Irfan . Masyrofah. 2013. Fiqh Jinayah. Jakarta : Amzah Hal :100 
39 Ibid Hal :101 
40 Al-Maidah Ayat 38 
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Selain dasar hukum di dalam Al-Quran, juga terdapat di dalam Al-
Hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yaitu :41 
Nabi SAW telah bersabda: Dipotong seorang pencuri karena dia 
mencuri (sebanyak) seperempat Dinar” (Shahih Muslim No.3189). 
 
Sedangkan diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yaitu : 
“Diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar, katanya: Nabi SAW telah memotong 
tangan seorang pencuri karena mencuri sebuah perisai yang 
bernilai tiga Dirham(Shahih Muslim No.3194)” 
 
Hadis riwayat Aisyah Radhiyallahu’anha, ia berkata: 
“Pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wassalam.tangan 
seorang pencuri tidak dipotong pada (pencurian) yang kurang dari 
harga sebuah perisai kulit atau besi (seperempat dinar) yang 
keduanya berharga. (Shahih Muslim No.3193)”. 
  
Menurut syara’, pencurian adalah mengambil harta orang lain yang 
oleh mukallaf secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 dirham yang 
dicetak, disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa digunakan atau 
dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada syubhat.42 
Adapun maksud pengertian tersebut dapat diatas .dapat dijelaskan 
sebagai berikut :43 
a. Kalimat diambil oleh orang mukallaf yaitu orang dewasa yang 
waras, jika seandainya yang mengambil harta mencapai jumlah 
satu nisab dilakukan anak di bawah umur atau orang gila, maka 
ia tidak berhak diberikan hukuman potong tangan. 
b. Secara sembunyi-sembunyi. Kalau seandainya orang dewasa 
dan waras mengambil harta secara terang-terangan tidak 
                                                          
41Shahih Muslim Juz 3 
42 Yanggo, H. Tahido. 2005. Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer). Bandung : 
Angkasa Hal : 58  
43 Ibid Hal : 59 
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secara sembunyi-sembunyi, maka ia tidak berhak dijatuhakn 
hukuman potong tangan menurut syara’, karena ia tidak 
mengambil dengan sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, orang 
yang mencopet tidak dinamakan sebagai pencurimenurut syara’ 
yang mengharuskan potong tangan, karena ia mengambil harta 
orang lain secara terang-terangan bukan sembunyi-sembunyi. 
c. Nisab (jumlah) 10 dirham yang dicetak. Barangsiapa mencuri 
sebatang perang yang tidak dicetak menjadi uang yang 
beratnya sepuluh dirham atau lebih, sedangkan harganya 
kurang dari 10 dirham yang dicetak, maka ia tidak dianggap 
sebagai seorang pencuri menurut syara’, karena itu ia tidak 
dikenakan potong tangan. 
d. Disimpan di suatu tempat. Maksudnya hendaklah barang yang 
dicuri itu diambil dari tempat yang disiapkan untuk menyimpan 
yang dinamakan fuqoha sebagai hirzan. Jadi, rumah,rumah, flat-
flat, atau hotel-hotel, laci-laci lemari, dan lain sebgainya yang 
bisa digunakan untuk menyimpan uang dengan aman, semua 
itu dinamakan tempat penyimpanan. 
e. Disimpan dengan penjagaan seorang penjaga. Maksudnya, 
barang yang diambil itu dijaga oleh penjaga. Dalam hal ini 
barang tersebut diletakkan di suatu tempat yang biasanya tidak 
disiapkan untuk penyimpanan barang, tetapi ditentukan 
penjaganya, misalnya satpam dan sebagainya dengan maksud 
agar barang tersebut tidak dicuri atau hilang. Sebagai contoh 
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orang-orang hendak membangun sebuah rumah atau bangunan 
meletakkan sebuah besi-besi, semen-semen, balok-balok, batu-
batu dan sebagainay di tempat-tempat umum dan menunjuk 
seseorang untuk menjaganya dari tangan-tangan yang tidak 
bertanggung jawab. Jika seandainay seseorang mengambil 
sesuatu dari barang-barang tersebut walaupun dalam kelalaian 
penjaganya dan barang yang diambil itu mencapai nishab 
(jumlah) sepuluh dirham, maka ia dianggap pencuri oleh syara’ 
dan akan dijatuhkan hukuman potong tangan. 
f. Tidak ada syuhbat. Maksudnya, tidak dipotong tangan orang 
yang mengambil harta yang disimpan di tempat 
penyimpanannya, kecuali apabila harta yang diambilnya itu 
luput dari syubhat, misalnya apabila si suami mengambil harta 
istrinya dari tempat penyimpanannya maka suami tersebut 
dihukum potongan tangan, karena pencampuran keduanya 
dalam mu’asyarah zaujiyah merupakan suatu syubhat yang 
dapat menggugurkan hukuman. Sedangkan hukuman menjadi 
gugur karna adanya syubhat berdasarkan hadis Nabi SAW. 
Demikian pula halnya tidak dipotong tangan orang yang mencuri 
harta dari kerabatnya, misalnya seorang mencuri harta 
pamannya atau anak perempuan pamannya dan lain-lain. 
Demikian juga hukumannya tidak dipotong tangan karena 
syubhat memungkinkan harta yang dicuri adalah harta 
rampasan. 
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2. Macam-macam Pencurian Menurut Hukum Islam 
Menurut Abdul Qadir Audiah, ada dua macam sariqah menurut 
syariat Islam, yaitu Sariqah yang diancam dengan had (Hukuman had 
sama dengan hudud, yaitu hukuman yang jumlah, jenis, dan teknisnya 
telah di jelaskan Al-Quran dan Hadist. Dalam hal hukuman bagi pencuri 
yang telah memenuhi syarat dan rukun, disebutkan dalam surah Al-
Maidah ayat 38 dan dalam beberapa hadits nabi yang disertai dengan 
penjelasan para ulama) dan sariqah yang diancam dengan ta’zir. Sariqah 
yang diancam dengan had dibedakan menjadi dua, yaitu pencurian besar 
dan pencurian kecil. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang 
lainsecara diam-diam. Sementara itu, pencurian besar mengambil harta 
milik orang dengan kekerasan.Pencurian jenis ini disebut dengan 
perampokan.44 
Jadi menurut defenisi diatas pencurian itu terbagi atas dua, yaitu 
a. Sariqah yang diancam dengan had adalahadalah pencurian yang 
ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya 
dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Menurut Abdul Qadir Audah  
pencurian ini terbagi lagi atas dua, yaitu :45 
1) Pecurian Besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan 
kekerasan. Pencurian besar dilakukan dengan sepengetahuan 
korban tetapi ia tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terjadi 
kekerasan. 
2) Pencurian Kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara 
diam-diam, tidak disadari oleh korban dan dilakukan tanpa izin. 
                                                          
44 Nurul Irfan. Masyrofah.2013. Fiqh Jinayah. Jakarta : Amzah Hal : 100 
45 Ibid Hal : 100-102 
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Pencurian kecil ini harus memenuhi dua unsur tersebut secara 
bersamaan. Kalau salah satu unsur tersebut tidak ada, maka 
tidak dapat disebut sebagai pencurian kecil 
b. Sariqah yang diancam dengan ta’zir artinya memberi pelajaran. 
Ta’zir juga   diartikan dengan Ar-Raddu wal Man’u, yang artinya 
menolak dan mencegah. Secara umum, tindak pidana ta’zir terbagi 
menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :46 
1) Tindak pidana hudud dan tindak pidana kisas yang syubhat, 
atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan 
maksiat.  
2) Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Qur’an 
dan Hadist, tetapi tidak ditentukan sanksinya.. 
3) Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh 
ulil amri (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi 
kemashlahatan umum.  
3. Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Islam 
Pencurian baru diberi hukuman had apabila memenuhi beberapa unsur, 
yaitu :47 
a. Tindakan mengambil secara diam-diam.atau sembunyi-sembunyi 
Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) 
tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia 
tidak merelakanya. 
 
                                                          
46 Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. Hal : 82 
47 Ahmad Wardi Muslich. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), 
Jakarta : Sinar; Grafika Hal : 83 
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b. Barang yang diambil berupa harta 
Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman 
potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang 
yang bernilai mal (harta), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi 
untuk dilakukannya hukuman potong tangan. Syarat-Syaratnya 
yaitu :48 
1) Barang yang dicuri harus mal mutaqawwin 
yaitu barang yang dianggap bernilai menurut syara’. Menurut 
Syafi’i, Maliki dan Hambali, bahwa yang dimaksud dengan 
benda berharga adalah benda yang dimuliakan syara’, yaitu 
bukan benda yang diharamkan oleh syara’ seperti khamar, babi, 
anjing, bangkai, dan seterusnya, karena benda-benda tersebut 
menurut Islam dan kaum muslimin tidak ada harganya.Karena 
mencuri benda yang diharamkan oleh syara’, tidak dikenakan 
sanksi potong tangan. 
Hal ini diungkapkan oleh Abdul Qadir Audah, “Bahwa tidak 
divonis potong tangan kepada pencuri anjing terdidik (helder) 
maupun anjing tidak terdidik, meskipun harganya mahal karena 
haram menjual belinya. 
2) Barang tersebut harus barang yang bergerak 
Untuk dikenakanya hukuman had bagi pencuri maka 
disyaratkan barang yang dicuri harus barang atau benda yang 
bergerak. Suatu benda dapat dianggap sebagai benda bergerak 
                                                          
48 Ibid Hal : 87 
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apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke 
tempat lainya. 
3) Barang tersebut harus barang yang tersimpan 
Jumhur fuqaha berpendapat bahwa salah satu syarat untuk 
dikenakannya hukuman had bagi pencuri adalah bahwa barang 
yang di curi harus tersimpan di tempat simpanannya. 
Sedangkan Zhahiriyah dan sekelompok ahli hadis tetap 
memberlakukan hukuman had walaupun pencurian bukan dari 
tempat simpanannya apabila barang yang dicuri mencapai nisab 
yang dicuri. 
4) Barang tersebut mencapai nisab 
Tindak pidana pencurian baru dikenakan hukuman bagi 
pelakunnya apabila barang yang dicuri mencapai nisab 
pencurian.Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan 
hukuman had potong ialah seperempat dinar (kurang lebih 
seharga emas 1,62gram), 
c. Harta tersebut milik orang lain 
Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat 
dikenai hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri itu 
merupakan barang orang lain. Dalam kaitan dengan unsur ini yang 
terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya 
itu bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, 
apabila barang tersebut tidak ada pemiliknya seperti benda-benda 
yang mubah maka pengambilanya tidak dianggap sebagai 
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pencurian yang hukumannya potong tangan, walaupun dilakukan 
secara diam-diam. 
d. Adanya niat melawan hukum 
Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil 
suatu barang bahwa ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, 
dan karenanya haram untuk diambil. 
Seseorang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman had 
apabila masih terdapat syubhat (ketidakjelasan) pada barang yang 
dicuri. Dalam hal ini pencuri hanya dikenai hukuman ta’zir. 
 
4. Hukuman Untuk Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum 
Islam 
a. Hukuman Potong Tangan 
Adapun syarat-syarat pencuri dikenai hukuman potong tangan, 
yaitu :49 
1) Pencurinya hendaklah seorang mukallaf (dewasa dan waras).  
Fuqaha sepakat menetapkan bahwa tangan pencuri tidak 
dipotong, kecuali bila ia seorang yang dewasa dan waras. 
Pendapat fuqaha tersebut didasarkan atas Hadis Rasulullah SAW 
dari Ibnu Abbas : 
Bahwa Rasulullah SAW bersabda : “ dimaafkan kesalahan 
dari tiga orang, dari orang gila yang hilang kesadarannya, dari 
anak di bawah umur (anak kecil) hingga ia dewasa dan dari 
orang yang tidur hingga ia bangun.” (HR Abu Daud). 
 
                                                          
49 Huzaimah Tahido Yanggo.2005. Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer) Bandung : 
Angkasa Hal : 63 
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Dalam hadis tersebut dengan jelas disebutkan bahwa semua 
kewajiban agama, baik berupa perintah yang harus dikerjakan 
maupun perintah untuk meninggalkan, dimaafkan dari setiap orang 
gila, anak kecil, dan orang tidur. 
2) Barang Curian Harus mencapai nisab 
Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW :50 
  سلا َُدي ُعَطُْقت َلا :َلَاق ص ِالله ِلْوُسَر ْنَع َةَشِئاَع ْنَع ِقِرا  ِعاَصَف ٍرَانْيِد ُِعبُر ِىف  لاِا .اًد ملسم  
Dari ‘Aisyah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Tidak 
dipotong tangan pencuri kecuali pada pencurian senilai 
seperempat dinar atau lebih”. [HR. Muslim juz 3, hal. 1312] 
 
 ِالله َلْوُسَر  َنا َرَمُع ِنْبا ِنَع َجَِم ىِف ًاقِراَس َعََطق ص ملسم .َمِهاَرَد َُةَثَلاث ُُهنََمث ّن  
 
Dari Ibnu ‘Umar, bahwasanya Rasulullah SAW memotong 
tangan pencuri perisai yang harganya tiga dirham. [HR. 
Muslim juz 3, hal. 1313] 
 
Keterangan : 
Tiga dirham pada waktu itu sama dengan seperempat dinar, 
jadi satu dinar sama dengan dua belas dirham”. 
3) Barang Curian Tersebut Diambil secara sembunyi-sembunyi Dari 
Tempat Penyimpanan 
Kalau seandainya orang dewasa dan waras mengambil harta 
secara terang-terangan tidak secara sembunyi-sembunyi, maka ia 
tidak berhak dijatuhakan hukuman potong tangan menurut syara’, 
karena ia tidak mengambil dengan sembunyi-sembunyi. Oleh 
karena itu, orang yang mencopet tidak dinamakan sebagai pencuri 
menurut syara’ yang mengharuskan potong tangan, karena ia 
                                                          
50 Hadis Shahih Muslim Juz 3 
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mengambil harta orang lain secara terang-terangan bukan 
sembunyi-sembunyi. 
Hendaklah barang yang dicuri itu diambil dari tempat yang 
disiapkan untuk menyimpan yang dinamakan fuqoha sebagai 
hirzan. Jadi, rumah,rumah, flat-flat, atau hotel-hotel, laci-laci lemari, 
dan lain sebgainya yang bisa digunakan untuk menyimpan uang 
dengan aman, semua itu dinamakan tempat penyimpanan. 
4) Tidak Boleh ada Syubhat 
 Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, kita juga harus 
memerhatikan situasi dan kondisi sosial masyarakat tempat tinggal 
si pencuri. Tanpa memerhatikan situasi dan kondisi masyarakat 
maka hal itu dianggap syubhat dalam pelaksanaan hukum potong 
tangan, karena dalam pelaksanaan hukumnya tidak boleh ada 
syubhat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW . 
Tidak dipotong tangan orang yang mengambil harta yang 
disimpan di tempat penyimpanannya, kecuali apabila harta yang 
diambilnya itu luput dari syubhat, misalnya apabila si suami 
mengambil harta istrinya dari tempat penyimpanannya maka suami 
tersebut dihukum potongan tangan, karena pencampuran 
keduanya dalam mu’asyarah zaujiyah merupakan suatu syubhat 
yang dapat menggugurkan hukuman. Sedangkan hukuman 
menjadi gugur karna adanya syubhat berdasarkan hadis Nabi 
SAW. Demikian pula halnya tidak dipotong tangan orang yang 
mencuri harta dari kerabatnya, misalnya seorang mencuri harta 
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pamannya atau anak perempuan pamannya dan lain-lain.Demikian 
juga hukumannya tidak dipotong tangan karena syubhat 
memungkinkan harta yang dicuri adalah harta rampasan. 
b. Hukuman Ta’zir 
Hukuman Ta’zir diberlakukan apabila pencurian tidak memenuhi 
unsur dan syarat-syarat diberlakukannya hukuman potong tangan.Ini 
dilakukan oleh Ulil Amri (penguasa) untuk memberikan pelajaran dan 
mencegah terjadinya pencurian. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Alasan pemilihan lokasi 
penelitian di Kota Makassar, dengan pertimbangan bahwa terdapat 
lembaga Agama Islam yaitu Majelis Ulama Islam Sulawesi Selatan (MUI 
SULSEL) yang berkedudukan di sini. Di samping itu, saya berdomisili di 
Kota Makassar sehingga mudah diperoleh informasi tentang penelitian, 
sekaligus merupakan kontribusiku demi terciptanya penegakan hukum di 
Kota Makassar. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data primer dan data sekunder, yakni :51 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan 
dengan penelitian melalui wawancara. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan bersumber dari 
penelahaan studi kepustakaan berupa literature-literatur, karya 
ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, KUHPid, 
majalah, surat kabar, dokumentasi dari berbagai instansi yang 
terkait juga bahan-bahan tertulis yang relevan dengan penelitian ini. 
 
                                                          
51Waluyo, Bambang. 2008. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika Hal 
50-51 
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C. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam rangka pengumpulan sekunder, maka penulis  
menggunakan satu jenis pengumpulan data sebagai berikut :  
1. Wawancara 
Pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan 
secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah pakar 
hukum pidana islam.  
2. Penelitian kepustakaan  
Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji 
hukum Islam dari bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian 
berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan    
perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi 
dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini.  
 
D. Teknik Analisis Data   
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini 
baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya 
kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis 
kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut 
telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah 
dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-
dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat 
khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Perbandingan Pandangan Dari Segi Unsur Tindak Pidana 
Pencurian Menurut KUHP dan Hukum Islam  
Adapun unsur merupakan bagian dari sesuatu yang tak dapat 
dibagi dan apabila bagian tersebut hilang maka sesuatu tersebut tidak 
dapat dikatakan sebagai sesuatu. Bagian-bagian ini tersusun dan 
membentuk suatu kesatuan dan melahirkan suatu pengertian atau 
defenisi. Adapun dalam unsur-unsur yang membentuk pengertian, 
terdapat sejumlah perbedaan antara tindak pidana pencurian menurut 
KUHP dan Hukum Islam. Salah satunya yaitu dalam hukum Islam jika ada 
seseorang mencuri harta benda dari sebuah rumah dengan disaksikan si 
pemilik dan pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, 
maka kasus tersebut tidak termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan. 
Demikian juga seseorang yang merebut harta orang lain, tidak termasuk 
dalam pencurian kecil, tetapi pemalakan atau perampasan. Pencurian 
kecil disini sama saja dengan istilah pencurian pokok dalam KUHP. 
Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut: 
1. Unsur Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP 
Pencurian termuat dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : 
“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki 
secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling 
lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus 
rupiah.”52 
                                                          
52 KUHP Pasal 362 
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a. Unsur Perbuatan Mengambil  
Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan 
mengambil barang. Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit 
terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnnya, 
dan mengalihkannya ke lain tempat. 
Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini 
menunjukan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formill. 
Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang 
dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya 
menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, 
menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan 
memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok 
dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada 
benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. 
Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai 
melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda 
tersebut ke dalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak. 
Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata 
adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang 
artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan 
pencurian yang sempurna. 
b. Unsur Benda 
Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam 
Memorie van toelichting mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah 
terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak 
bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari 
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benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap 
benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan 
mengambil. 
Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat 
berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). 
Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena 
sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan 
dari benda bergerak. 
c. Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain 
Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup 
sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. 
Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang 
kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila 
semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya 
kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan  
penggelapan (Pasal 372 KUHP). 
d. Dengan Maksud Untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum 
Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama 
maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa 
unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua 
unsur itu dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.53 
Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus 
ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang 
menunjukan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki 
tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke 
                                                          
53 http://pakarhukum.site90.net/pencurian2.php 9:38  
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tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik 
dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi 
unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu 
unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk 
dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, 
berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah 
terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk 
dijadikan sebagai miliknya. 
Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu 
ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak 
melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah 
sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah 
bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka 
unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur 
melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan 
dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan 
dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti 
kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di 
belakangnya (Moeljatno, 1983:182). Unsur maksud adalah merupakan 
bagian dari kesengajaan. Dalam praktik hukum terbukti mengenai 
melawan hukum dalam pencurian ini lebih condong diartikan sebagai 
melawan hukum subjektif sebagaimana pendapat Mahkamah Agung yang 
tercermin dalam pertimbangan hukum putusannya (No. 680 K/Pid/1982 
tanggal 30-7-1983). Dimana Mahkamah Agung membatalkan putusan 
Pengadilan Tinggi Jakarta (yang menghukum) dan membebaskan 
terdakwa dengan dasar dakwaan jaksa penuntut umum tidak terbukti 
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secara sah dan meyakinkan, dengan pertimbangan hukum tidak terbukti 
adanya unsur melawan hukum. Sebab pada saat terdakwa mengambil 
barang-barang dari kantor, dia beranggapan bahwa barang-barang yang 
diambil terdakwa adalah milik almarhum suaminya. Sebgai seorang ahli 
waris, terdakwa barhak mengambil barang-barang tersebut (Yahya 
Harahap, 1988:868). Pada bagian kalimat yang berbunyi "dia 
beranggapan bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah milik 
almarhum suaminya" adalah merupakan penerapan pengertian tentang 
melawan hukum subyektif pencurian pada kasus konkrit dalam putusan 
pengadilan. Walaupun sesungguhnya tidak berhak mengambil sebab 
barang bukan milik suaminya, tetapi karena dia beranggapan bahwa 
barang adalah milik suaminya, maka sikap batin terhadap perbuatan 
mengambil yang demikian, adalah merupakan tiadanya sifat melawan 
hukum subyektif sebagaimana yang dimaksud pasal 362 KUHP. 
Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) 
undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya 
melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu 
perbuatan tertentu. Dilihat dart mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya 
atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua 
macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua 
melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan 
dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu 
perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti 
pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya 
perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-
undang (Moeljatno, 1983:132). Sedangkan melawan hukum materiil, ialah 
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bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat 
saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum 
tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum mate rill ini, sifat 
tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. 
Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang 
bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa 
melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak 
dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131).54 
2. Unsur Pencurian Menurut Hukum Islam 
Larangan melakukan pencurian secara tegas termaktub dalam 
surah Al-Maidah yaitu:   
 َبَسَك اَِمب ًءاَزَج اَمَُهيِدَْيأ اُوعَطْقاَف َُةقِراَّسلاَو ُقِراَّسلاَو ِ َّاللَّ َنِم لااَكَن ا ٌميِكَح ٌزيِزَع ُ َّاللََّو  (٣٨  
Artinya :  
Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, 
potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang 
mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. 
 
Dalam merumuskan definisi pencurian, para ulama tidak memiliki 
perbedaan dalam unsur-unsurnya. Salah satu definisi pencurian 
dikemukakan oleh Ali bin Muhammad Al-Jurjani, yaitu 
“Sariqah dalam Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong 
tangan adalah mengambil di tempat penyimpanannya dijaga dan 
dilakukan oleh seserorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi 
serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu 
kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat 
dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam 
hukuman potong tangan.”55 
 
Sedangkan menurut Hamzah Hasan pencurian di dalam Hukum 
Islam disebut sebagai pencurian apabila : 
                                                          
54 Ibid Pukul 9:42 
55 Nurul Irfan. Masyrofah. 2013. Fiqh Jinayah. Jakarta : Amzah Hal 99 
 49 
Terdapat unsur niatun atau niat untuk mengambil atau menguasai 
harta benda milik orang lain. Dengan adanya niat ini belum serta 
merta pelaku dihukumi potong tangan, harus terdapat wujud 
perbuatan dalam merealisasi perbuatan ini. Ini disebut dengan 
wujud syar’i. Unsur syar’i yaitu adanya Undang-Undang atau 
larangan baik dalam Qur’an maupun hadist. Harta benda tersebut 
juga harus berpindah tangan dari pemilik ke pencuri. 
 
Berarti dapat disimpulkan bahwa pencurian itu adalah 
mengambil  atau menguasai harta benda milik orang lain dengan 
cara melawan hukum, artinya pengambilan atau penguasaan 
barang adalah bertentangan hak pemilik barang itu. 
 
a. Mengambil Secara Sembunyi-Sembunyi 
Dalam Hukum Islam mengambil barang orang harus dilakukan 
secara sembunyi-sembunyi supaya dikatakan sebagai pencuri. Apabila 
pelaku mengambil harta orang lain secara terang-terangan, maka ia tidak 
dapat diberikan hukuman potong tangan melainkan hukuman tazir. 
Apabila pencurian tersebut dilakukan secara terang-terangan dan tanpa 
menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka disebut sebagai 
penjarahan. Apabila pencurian itu dilakukan dengan tanpa kerelaan dari 
korban dan diambil dengan cara direbut, maka disebut sebagai 
perampasan. Apabila pencurian tersebut dilakukan dengan cara 
kekerasan, maka hal itu disebut dengan perampokan. 
Menurut Abdur Qadir Audah, ada dua macam pencurian dalam 
Hukum Islam, yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman had dan 
pencurian yang diancam dengan hukuman ta’zir. Pencurian yang diancam 
dengan hukuman had dibedakan lagi menjadi dua, yaitu pencurian besar 
dan pencurian kecil. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain 
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secara diam-diam  Sementara itu, pencurian besar ialah mengambil harta 
milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini juga disebut 
dengan perampokan.56 
Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa perbedaan antara 
pencurian kecil dan pencurian besar ialah; pencurian kecil ialah 
pengambilan harta kekayaan yang tidak disadari oleh korban dan 
dilakukan tanpa izin. Pencurian kecil ini harus dipenuhi secara 
bersamaan. Kalau ada salah satu unsur tersebut tidak ada, tidak dapat 
disebut dengan pencurian kecil. Jika ada seseorang mencuri harta benda 
dari sebuah rumah dengan disaksikan si pemilik dan pencuri tidak 
menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan, maka kasus tersebut tidak 
termasuk pencurian kecil, tetapi penjarahan. Demikian juga seseorang 
yang merebut harta orang lain, tidak termasuk dalam pencurian kecil, 
tetapi pemalakan atau perampasan. Baik penjarahan, penjambretan, 
maupun perampasan, semuanya termasuk ke dalam lingkup pencurian. 
Meskipun demikian, tindak pidana itu tidak dikenakan hukuman had (tetapi 
hukuman ta’zir). Seseorang yang mengambil harta dari sebuah rumah 
dengan direlakan pemiliknya dan tanpa disaksikan olehnya, tidak dapat 
dianggap pencurian. 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pencurian yang di 
hukum dengan hukuman had atau potong tangan adalah pencurian besar 
dan pencurian kecil. Pencurian besar biasa juga disebut dengan 
perampokan. Di dalam hukum Islam hukuman bagi pencurian secara 
sembunyi-sembunyi dan pencurian dengan melakukan kekerasan sama 
                                                          
56 Ibid Hal 100 
 51 
yaitu, dengan hukuman potong tangan. Sedangkan pencurian kecil yaitu 
pencurian yang dilakukan dengan tanpa disadari pemiliknya dan tanpa 
seizin pemiliknya. Jika pencurian itu tidak dilakukan secara sembunyi-
sembunyi maka hukumannya bukan hukuman had atau potong tangan 
melainkan hukuman ta’zir (hukuman yang diserahkan kepada Ulil Amri 
untuk membuat jera pelaku dan sebagai tindak pencegahan). Ini berarti 
pencurian yang dilakukan dengan tanpa kerelaan pemiliknya dan 
disaksikan oleh si pemilik serta pencuri tidak menggunakan kekuatan fisik 
dan kekerasan atau disebut penjarahan, dan pencurian yang dilakukan 
dengan merebut harta milik orang lain tanpa kerelaan dari pemilik atau 
biasa disebut dengan perampasan, dikenai dengan hukuman ta’zir bukan 
hukuman had karena unsur ketidaksadaran korban dan izin dari korban 
tidak terpenuhi. Kedua unsur tersebut harus terpenuhi bersamaan untuk 
bisa dihukum dengan hukuman had atau potong tangan. 
Ini sejalan dengan pendapat Hamzah Hasan yaitu : 
Pencurian itu tidak dapat dihukumi hukuman potong tangan apabila 
pencurian tersebut dilakukan tidak dengan secara sembunyi-
sembunyi dan tidak berada di tempat yang aman. Contohnya 
seperti saya menyimpan handphone saya di tempat yang tidak 
aman dan mudah diambil oleh orang lain maka dia tidak dapat 
dihukumi dengan hukuman potong tangan karena sengaja 
memberikan ruang kepada pelaku untuk melakukan pencurian.  
 
Dapat diberikan kesimpulan bahwa pencurian tidak dapat dihukumi 
dengan hukuman potong tangan apabila dilakukan dengan terang-
terangan dan berada di tempat yang tidak aman. Pencurian yang 
dihukumi potong tangan yaitu pencurian yang dilakukan dengan 
sembunyi-sembunyi dan berada di tempat yang aman. Pencurian yang 
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dilakukan dengan kekerasan disebut dengan perampokan dan dihukumi 
dengan hukuman potong tangan. Pencurian yang dilakukan di depan mata 
pemilik disebut dengan penjarahan dan dihukumi dengan hukuman tazir.     
 
b. Benda yang Diambil Berupa Harta 
Dalam Hukum Islam terdapat juga unsur Benda di dalamnya tetapi 
untuk dikenakan hukuman potong tangan atau hukuman had, benda atau 
barang tersebut harus memenuhi beberapa syarat yang menurut Abdul 
Qadir Audah yaitu :57  
1) Berupa harta yang bergerak. 
Hal ini sejalan dengan pengkajian para pakar hukum pidana, 
menurut Abdur Qadir Audah harta yang berupa benda bergerak 
adalah benda yang memungkinkan untuk dipindahtangankan 
dan tidak harus benda yang secara fisik dapat dilihat oleh 
mata.58 
 
2) Berupa benda berharga 
Tidak seperti KUHP, Hukum Islam menjelaskan secara 
terperinci bahwa benda yang dicuri tersebut merupakan benda 
berharga. Oleh karena itu, seseorang yang mencuri aliran listrik 
atau pulsa telpon dianggap sebagai pencuri karena benda-
benda tersebut walaupun tidak kasat mata, tetap bernilai 
nominal dan diidentifikasi harganya. 
 
3) Disimpan di tempat penyimpanan 
Maksudnya, hendaklah barang yang dicuri itu diambil dari 
tempat yang disiapkan untuk menyimpan yang dinamakan 
sebagai hirzan. Jadi rumah-rumah, flat-flat atau hotel-hotel, laci-
laci lemari dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk 
menyimpanuang dengan aman, semua itu dinamakan tempat 
penyimpanan.59 
 
 
 
                                                          
57 Ibid Hal 115 
58 Ibid Hal 115 
59 Huzaimah Tahido Yanggo. 2005. Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer). Bandung 
: Angkasa Hal 59 
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c. Harta Yang Diambil Adalah Milik Orang Lain 
Menurut Hukum Islam apabila harta atau benda tersebut menjadi 
milik bersama antara pelaku dan korban, ini tidak termasuk pencurian. Hal 
serupa juga berlaku antara pelaku dan korban yang memilki hubungan 
kekerabatan, seperti ayah yang mengambil harta anak atau menurut Imam 
Al-Syafi’i.60 Alasannya adalah hadist berikut ini. 
“Dari Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya; bahwasanya ada 
seseorang yang mendatangi Nabi SAW untuk memperkarakan 
ayahnya. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia 
menginginkan hartaku.” Rasulullah SAW bersabda, “Kamu dan 
hartamu adalah milik ayah kamu.” (HR Ahmad dan Ibnu Majah).”61   
 
Berdasarkan hadist diatas, seseorang yang mengambil harta milik 
anak kandungnya tidak dihukum potong tangan karena anak-anak dan 
hartanya dianggap milik ayahnya.62 
Dengan demikian, ayah yang mengambil harta anaknya tidak 
dinamakan mencuri, karena di dalamnya terdapat unsur syubhat.63 
Syubhat merupakan istilah di dalam Islam yang menyatakan tentang 
keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu.64 
d. Adanya Niat Melawan Hukum 
Dalam Hukum Islam terdapat juga unsur dengan maksud untuk 
memiliki secara melawan hukum. Mengenai hal ini, Abdul Qadir Audah 
berpendapat bahwa : 
“Mengambil secara sembunyi-sembunyi tidak dapat dianggap 
sebagai mencuri kecuali di dalam benak si pelaku terdapat unsur 
melawan hukum. Sikap melawan hukum ini dapat terjadi pada saat 
                                                          
60 Nurul Irfan. Masyrofah.  2013. Fiqh Jinayah. Jakarta : Amzah  Hal 116  
61 Ibid 116 
62 Ibid Hal 117 
63 Ibid Hal 118  
64 http://id.m.wikipedia.org/wiki/Syubhat Pukul 14:37 
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pelaku mengambil harta orang lain, padahal ia mengetahui bahwa 
perbuatan itu diharamkan. Hal ini ia lakukan untuk memilki harta 
tersebut bagi dirinya (Unsur memperkaya diri) tanpa 
sepengetahuan dan tanpa diizinkan oleh pihak korban. Oleh sebab 
itu seseorang yang mengambil sesuatu de ngan keyakinan bahwa 
hal itu diperbolehkan atau hal itu akan dibiarkan (tidak akan 
dituntut) maka ia tidak akan dihukum karena terdapat unsur 
melawan hukum, sebab ia meyakini bahwa barang tersebut boleh 
diambil. Demikian pula kalau ada seseorang yang mengambil 
suatu barang milik orang lain bukan dengan niat untuk 
memilikinya, melainkan memakai dan akan dikembalikannya atau 
ia mengambilnya hanya pura-pura atau ia meyakini bahwa pihak 
korban dapat menerimanya maka semuanya itu tidak dapat 
disebut sebagai pencurian, karena tidak ada unsur melawan 
hukum.”65 
 
Berarti apabila seseorang mengambil barang orang lain tanpa 
mempunyai keinginan untuk memiliki dan menguasai barang tersebut, 
maka hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pencurian karena tidak 
memenuhi unsur melawan hukum. 
Begitu pula yang dikatakan oleh Hamzah Hasan, seorang pakar 
hukum pidana Islam yang juga merupakan dosen di jurusan Perbandingan 
Mazhab dan Hukum, Fakultas Hukum dan Syariah, Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar. Hamzah Hasan berpendapat bahwa : 
Perbuatan tersebut dikatakan sebagai tindak pidana pencurian 
apabila memenuhi unsur-unsurnya dan salah satu unsurnya yaitu 
niatun atau adanya niat dari diri pelaku untuk menguasai harta 
benda milik orang lain dengan melawan hukum. Melawan hukum 
yang dimaksud yaitu apabila perbuatan tersebut telah diharamkan 
oleh Nabi atau terdapat Undang-Undang yang telah mengatur hal 
tersebut.  
 
Berdasarkan rincian diatas, terlihat persamaan dan perbedaan 
KUHP dan Hukum Islam menyangkut unsur-unsur yang membentuk 
keduanya. Adapun perbandingannya yaitu: 
                                                          
65 Nurul Irfan. Masyrofah. 2013. Fiqh Jinayah. Jakarta : Amzah Hal 119  
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1. Keduanya sama-sama memiliki unsur mengambil, 
perbedaannya dalam hukum Islam, apabila benda tersebut 
diambil dengan cara sembunyi-sembunyi, maka pelaku 
dikenakan hukuman potong tangan. 
2. Persamaannya yaitu terdapat unsur benda di dalam keduanya. 
Perbedaanya hukum Islam memberi potong tangan apabila 
benda tersebut berada dalam tempat penyimpanan. 
3. Di dalam KUHP terdapat unsur sebagian atau seluruhnya milik 
orang lain berarti apabila barang tersebut merupakan milik 
bersama antara pelaku dan korban maka dapat dikategorikan 
sebagai pencurian.  Sedangkan dalam hukum Islam apabila 
barang tersebut milik antara pelaku dan korban, maka tidak 
diberi hukuman karena wajib menghindari syubhat. 
4. Sama-sama memiliki unsur melawan hukum di dalamnya.  
 
B. Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP dan 
Hukum Islam Dari Segi Bentuk Sanksi 
1. Bentuk Sanksi Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam 
Di dalam Hukum Islam hukuman bagi yang melakukan tindak 
pidana pencurian terbagi dua yaitu hukuman had (potong tangan) dan 
tazir. Apabila seseorang melakukan tindak pidana pencurian, dan semua 
unsur terpenuhi masih belum bisa dikenakan hukuman pencurian karena 
masih terdapat syarat-syarat hukuman potong tangan yang harus 
terpenuhi. Apabila syarat tersebut tak terpenuhi maka hukuman beralih 
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pada hukuman ta’zir bahkan ada yang sampai dibebaskan. Adapun 
syarat-syarat yang harus diperhatikan yaitu: 
a. Pelaku telah dewasa dan berakal sehat.  
Kalau pelakunya sedang tidur, anak kecil, orang gila, dan orang 
dipaksa tidak dapat dituntut. Fuqaha telah sepakat menetapkan bahwa 
tangan pencuri tidak dipotong kecuali bila ia adalah orang dewasa dan 
waras. Berdasarkan hadis Nabi saw. dari Ibn Abbas;66 
Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan 
anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan 
belum balligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia 
dianggap balligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.67 Kata 
balligh berasal dari fiil madi balagha, yablughu, bulughan yang berarti 
sampai, menyampaikan, mendapat, balligh, masak.68 
Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda 
menurut masa yang dilaluinya, yaitu: 
1) Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak 
lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya 
tidak dikenai hukuman. 
2) Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak 
berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut 
mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun 
                                                          
66 Huzaimah Tahido Yanggo. 2005. Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer). Bandung 
: Angkasa Hal 63-64 
67 A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 369. 
68 Mahmaud Yunus, Kamus Bahasa Arab-Indonesia (Jakarta : Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah / Penafsiran Al-Qur’an, 1973), hlm. 71. 
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sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman 
mendidik bukan hukuman pidana. 
3) Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak 
mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai 
usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan 
pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang 
dilakukan.69 Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud 
dengan batas anak adalah apabila ia telah bermimpi dengan 
kata lain sudah balligh. Salah satu tanda balligh itu adalah telah 
sampai umur 15 tahun seperti riwayat dari Ibnu Umar.  
 ملف ةنس ةرشع عبرا نبااناو دحا موي .م.ص ىبنلا ىلع تض رع
 ةنس ةرشع سمخ نبااناو ق دنخلا موي هيلع تضرعو ىنزجي
نزاجاف70 
 
Menurut Abdul Qadir Audah anak di bawah umur dapat ditentukan 
bahwa laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, 
ikhtilam dan belum pernah hamil.71  Menurut jumhur fuqaha berpendapat 
bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni tentang 
kedewasaannya yaitu keluarnya sperma dan telah haid serta terlihatnya 
kecerdasan.72 
ا عفر " لاق ملس و هيلع الله ىلص الله لوسر نأ نونجَملا نع ةثلاث نع ملقل
. ملتحي ىتح يبصلا نعو ظقيتسي ىتح مئانلا نعو قيفي ىتح هلقع ىلع بولغملا 
 
Artinya: sesungguhnya Rasulallah saw. bersabda; dimaafkan 
kesalahan dari tiga orang; orang gila yang hilang kesadarannya 
                                                          
69 Sudarsono, Kenakalan Remaja, cet. ke-2 (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 10. 
70 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Semarang : Toha Putra, t.t.), III: 410. 
71 Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’al-Islami.,I : 603. 
72 Ibnu Rusyd, Bidayah al- Mujtahid, (tn.p: Wahriyai al-Kitab al-Arabiyah, t.t.), II : 211. 
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hingga ia sembuh, orang yang tidur hingga ia bangun, dan anak di 
bawah umur (anak kecil) hingga ia dewasa. (HR.Abu Daud). 
 
Dalam hadis tersebut jelas disebutkan bahwa orang gila tidak 
dikenakan sanksi hukum hingga mereka sembuh, orang tidur hingga ia 
bangun, anak-anak dibawah umur hingga mereka dewasa. Ketiga 
golongan tersebut tidak dihisab karena melakukan perbuatan yang 
menimbulkan dosa dan tidak dihukum karena melakukan tindak pidana, 
baik di dunia maupun di akhirat.73 
b. Pencurian Tidak Dilakukan Karena Pelakunya Sangat Terdesak 
Oleh Kebutuhan Hidup 
Syarat ini didasarkan hadis riwayat Amr bin al- Ash berikut;74 
الله ىلص الله لوسر نع :صاعلا نب ورمع نب الله دبع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع 
خ ذختم ريغ ةجاح يذ نم هيفب باصأ نم " لاقف قلعملا رمثلا نع لئس هنأ ملس و هيلع ةنبف لا
هنم ءىشب جرخ نمو هيلع ءىش نأ دعب ائيش هنم قرس نمو ةبوقعلاو هيلثم ةمارغ هيلعف وؤي هي
. عطقلا هيلعف نجملا نمث غلبف نيرجلا 
 
Artinya:  
Dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya yaitu Amr bin al- 
Ash; Dari Rasulullah saw, sesungguhnya Rasulullah saw. ditanya 
tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda; 
barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa 
untuk menghilangkan lapar dan tidak terus- menerus, maka tidak 
dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barangsiapa mengambil 
sesuatu barang, sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk 
menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang 
tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman ta’zir. Dan 
barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam 
keadaan membutuhkan, dengan sembunyi-sembunyi setelah 
diletaknya di tempat penyimpanannya atau dijaga oleh penjaga, 
kemudian nilainya  seharga perisai maka wajib atasnya dihukum 
potong tangan. (HR. Abu Daud). 
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Contohnya kasus seorang hamba sahaya milik Hatib bin Abi 
Balta’ah yang mencuri dan menyembelih seekor unta milik seseorang 
yang akhirnya dilaporkan kepada Umar bin Al-Khaththab. Namun, Umar 
justru membebaskan pelaku karena ia terpaksa melakukannya.75 
Ini merujuk pada Surah Al-Baqarah Ayat 173, yaitu:76 
 َغ َ هاللَّ َّنِإ ِهَْيلَع َْمِثإ َلاف ٍداَع َلاَو ٍغاَب َرْيَغ َّرُطْضا ِنََمف ٌميِح َّر ٌرُوف               … 
Artinya: Maka barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) 
sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui 
batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 
 
Dalam kasus pencurian dimasa Umar bin Al Khattab ada dua yang 
bertentangan pada diri pencuri tersebut. Pertama menjaga diri dari jatuh 
ke dalam kebinasaan dengan tidak diperbolehkannya makan. Kedua 
menjaga harta orang lain dari teraniaya.Keduanya wajib di pelihara, 
karena kedua-duanya termasuk aspek dharuriyat (primer). Mana yang 
harus didahulukan dari keduanya? Berpedoman pada prinsip tersebut di 
atas, maka dalam peristiwa serupa ini maka menjaga diri dari kebinasaan 
harus di dahulukan dari menjaga harta orang lain.77 
Disini dapat dipahami, bahwa keputusan Umar yang tidak 
menjatuhkan hukuman kepada pencuri itu, berkaitan erat dengan masalah 
tujuan syari’at  )ةعيرشلا دصاقم(, yang menekankan agar manusia senantiasa 
menjaga dan melindungi lima unsur Dharuriyah (primer), yaitu memelihara 
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.78 
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Dari kelima unsur itu, mempertahankan jiwa menempati peringkat 
kedua setelah agama, sedangkan melindungi harta menduduki urutan 
kelima(terakhir). Oleh karena itu, dalam kasus ini Umar tidak 
melaksanakan hukuman potong tangan karena jiwa lebih mulia daripada 
harta.79 
c. Tidak terdapat unsur syubhat  
Landasan hukumnya yaitu terdapat pada hadits shahih yaitu:80 
 ُ  اللَّ ى لَص ِ  اللَّ ُلُْوسَر ُتْعِمَس :َلاَق ،اَمُهْنَع ُ  اللَّ َيِضَر ٍرْيَِشب ِنْب ِناَمْع ُّنلا ِ  اللَّ ِدْبَع ِيبَأ ْنَع ِهْيَلَع 
  نُهُمَْلَعي َلا ٌتاَِهَبتْشُم اَمُهَنَْيبَو ،ٌِّنَيب َماَرَحْلا  ِنإَو ،ٌِّنَيب َلَلاَحْلا  ِنإ :ُلْوَُقي َم لَسَو ،ِسا نلا َنِم ٌرِْيثَك
  رلاَك ،ِماَرَحلْا ِيف َعَقَو ِتاَُهبُشلا ِيف َعَقَو ْنَمَو ،ِهِضْرِعَو ِِهنْيِدِل َأَرَْبتْسِا ،ِتاَُهبُّشلا ىَق تا ِنَمَف يِعا
  ِنإَو َلاَأ ،ىَمِح ٍكِلَم ِّلُكِل  ِنإَو َلاَأ ،ِهِْيف ََعتَْري ْنَأ ُكِشُْوي ىَمِحْلا َلْوَح ىَعَْري َلاَأ ،ُهُمِراَحَم ِ  اللَّ ىَمِح 
 ِهَو َلاَأ ،ُه ُّلُك ُدَسَجَْلا َدَسَف ْتَدَسَف اَِذإَو ،ُه ُّلُك ُدَسَجَْلا َحَلَص ْتَحَلَص اَِذإ ،ًةَغْضُم ِدَسَجَْلا ِيف  ِنإَو ُبْلَقْلا َي  
 
“Dari Abu Abdillah an–Nu’man bin Basyir radhiallahu ‘anhu beliau 
berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda, “Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu 
jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat 
(samar, belum jelas) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. 
Maka barangsiapa yang menjaga (dirinya) dari syubhat, ia telah 
berlepas diri (demi keselamatan) agama dan kehormatannya. Dan 
barangsiapa yang terjerumus ke dalam syubhat, ia pun terjerumus 
ke dalam (hal-hal yang) haram. Bagaikan seorang penggembala 
yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar kawasan 
terlarang, maka hampir-hampir (dikhawatirkan) akan memasukinya. 
Ketahuilah, sesungguhnya setiap penguasa (raja) memiliki 
kawasan terlarang. Ketahuilah, sesungguhnya kawasan terlarang 
Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, 
sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila 
segumpal daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuhnya, dan 
apabila segumpal daging tersebut buruk, buruklah seluruh 
tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati.” 
(Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim).” 
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Hadits lain yang menjelaskan tentang menghindari syubhat yaitu:81  
“Tangguhkan  hudud (hukuman) terhadap orang-orang islam sesuai 
dengan kemampuanmu. Jika ada jalan keluar maka biarkanlah 
mereka menempuh jalan itu. Sesungguhnya penguasa tersalah 
dalam memaafkan, lebih baik dari tersalah dalam pelaksanaan 
hukuman. (HR. Al- Tirmidzi).” 
 
Di dalam Hukum Islam, sebelum memberikan hukuman potong 
tangan bagi pelaku pencurian wajib juga untuk kita memperhatikan 
kejelasan dari kepemilikan barang curian tersebut. Apabila barang 
tersebut merupakan milik bersama dari pelaku dan korban, maka itu tidak 
termasuk kategori pencurian dengan hukuman potong tangan. Hal serupa 
juga berlaku antara pelaku dan korban yang memiliki hubungan 
kekerabatan, seperti ayah yang mengambil harta anak atau menurut 
Imam-Syafi’I dan Ahmad. Alasannya adalah hadits berikut ini.82 
“Dari Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya; bahwasanya ada 
seseorang yang mendatangi Nabi SAW untuk memperkarakan 
ayahnya. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia 
menginginkan hartaku.” Rasulullah SAW bersabda,”Kamu dan 
hartamu adalah milik ayah kamu.” (HR Ahmad dan Ibnu Majah).” 
 
Selain itu masih terdapat hadis lain yang dijadikan landasan bahwa 
seorang ayah boleh mengambil dan memanfaatkan harta kekayaan anak 
adalah sebagai berikut.83 
Dari Amr bin Syuab dari ayahnya, dari kakeknya; bahwasanya ada 
seorang Badui yang mendatangi Nabi SAW seraya 
berkata,”Sungguh saya memiliki harta dan kedua orangtua, tetapi 
mereka ingin menguasai harta saya.”Beliau bersabda 
,”sesungguhnya kamu dan hartamu adalah milik orangtuamu. 
Sungguh anak-anak kalian termasuk usaha terbaik kalian, maka 
makanlah dari hasil usaha anak-anak kalian.” (HR. Ahmad, Abu 
Dawud, Al-Nasa’I dan Ibnu Majah).” 
                                                          
81 Huzaimah Tahido Yanggo. 2005. Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Temporer). Bandung 
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Berdasarkan hadis tersebut, tidak dapat dihukum potong tangan 
bagi ayah yang mengambil harta dari anaknya dan sang anak wajib 
menafkahi ayahnya. 
d. Harus mencapai Nisab (Jumlah Minimal Harta Tang Dicuri)  
Ulama menyatakan bahwa pencurian termasuk salah satu dari 
tujuh jenis jarimah hudud. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam 
Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Di dalam ayat ini Allah menyatakan 
secara tegas bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus 
dipotong tangannya. Ulama telah sepakat dengan hal ini, tetapi mereka 
berbeda pendapat mengenai batas minimal pencurian dan tangan sebelah 
mana yang harus dipotong.84  
Sehubungan dengan itu, Al-Qurthubi mengemukakan pendapatnya 
sebagai berikut.85 
Sejak jaman jahiliyah, pencuri telah diancam dengan hukuman 
potong tangan. Orang pertama memberi keputusan hukuman ini 
adalah Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian Allah memerintahkan 
untuk memberlakukan hukuman ini dalam Islam. Laki-Laki pencuri 
pertama yang tangannya dipotong oleh Rasulullah SAW adalah Al-
Khiyar bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Perempuan pertama yang 
dihukum potong tangan adalah Murrah binti Sufyan bin Abdi Al-
Assad dari Bani Mahzum. Abu Bakar pernah memotong tangan 
kanan seorang pencuri kalung dan Umar memotong tangan Ibnu 
Samurah, saudara Abdurrahman bin Samurah. Hal ini telah 
disepakati bersama. Sepintas ayat ini bersifat umum, setiap pencuri 
harus dihukum potong tangan. Akan tetapi, ternyata tidak demikian, 
sebab terdapat sabda Rasulullah SAW, “Tangan pencuri akan 
dipotong jika mencuri sesuatu yang harganya seperempat dinar 
atau lebih. Jadi jelaslah bahwa hukuman ini hanya berlaku pada 
sebagian pencuri, bukan setiap pencuri. Pencurian kurang dari 
seperempat dinar tidak terkena hukuman potong tangan.” Inilah 
pendapat Umar bin Al-Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi 
Thalib, Umar bin Abdul Aziz, Al-LAits, Al-Syafi’I dan Abu-Saur. 
Imam Malik berkata, “Tangan pencuri dipotong juga karena mencuri 
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seperempat dinar atau tiga dirham. Kalau mencuri sesuatu seharga 
dua dirham yang senilai seperempat dinar, karena selisih nilai 
tukarnya, tangan pencuri; tang pencuri tidak boleh dipotong.” 
 
Dengan demikian, ayat tentang potong tangan harus dihubungkan 
dengan hadis Nabi. Berikut ini versi lengkap dari hadis tersebut.86 
Dari Aisyah ra., ia mengatakan bahwa rasululllah SAW bersabda, 
“Tangan pencuri akan dipotong jika mencuri seharga seperempat 
dinar atau lebih.” (HR. Muttafaq ‘Alaih) “Tangan pencuri dipotong 
karena mencuri seperempat dinar atau lebih.” (HR. Al-Bukhari dan 
Muslim) Dari Aisyah, “Potonglah tangan pencuri yang mencuri 
seperempat dinar dan jangan potong pada pencurian yang kurang 
dari itu.” (HR. Ahmad). 
 
Selanjutnya Al-Qurthubi mengemukakan pendapat Imam Abu 
Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani.87 
Abu Hanifah dan dua orang sahabatnya (Abu Yusuf dan 
Muhammad bin Hasan Al-Syaibani) berpendapat bahwa tanga 
pencuri tidak harus dipotong, kecuali ia mencuri sesuatu senilai 
sepuluh dirham, baik berupa takaran, uang dinar, maupun 
timbangan. Selain itu, tangan pencuri juga tidak harus dipotong 
sebelum ia mengeluarkan barang berharga dari kepemilikan 
seseorang. Alasan mereka adalah hadis Ibnu Abbas yang 
mengatakan, “Perisai yang pencurinya dihukum potong tangan oleh 
Nabi SAW adalah perisai yang senilai sepuluh dirham.” Di samping 
itu, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari 
kakeknya, ia berkata, ”Harga sebuah perisai pada saat itu sebesar 
sepuluh dirham.” (Hadis ini di-takhrij oleh Al-Daraquthni dan lain-
lain)  
 
Ini menandakan bahwa pendapat para ulama mengenai nisab 
barang curian setidaknya terbagi menjadi dua kelompok yaitu pertama 
kelompok ulama Hijaz, Imam Syafi’I, dan lain-lain. Kedua, ulama Irak, 
Imam Abu Hanifah, dan lain-lain. Dalam masalah ini, Al-San’anni 
tampaknya cenderung kepada kelompok pertama yang menyatakan 
bahwa nisabnya seperempat dinar atau tiga dirham, bukan sepuluh 
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dirham sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan kawan-kawan.88 
Sehubungan dengan itu, Imam Al-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslimnya 
berpendapat bahwa :89   
Pendapat yang benar adalah apa yang dikemukakan oleh Al-Syafi’I 
dan ulama-ulama yang sependapat dengannya karena Nabi SAW 
menyebutkan tentang nisab sebesar seperempat dinar dalam 
beberapa hadis dengan berbagai redaksinya. Oleh karena itu, 
semua informasi yang berbeda dengan ukuran ini tidak dapat 
diterima, sebab bertentangan dengan hadis-hadis tersebut. 
 
Adapun nilai tukar dinar terhadap rupiah, harga jual satu gram 
emas per 27 agustus 2007 adalah 199.500 rupiah dan harga belinya 
adalah 202.000 rupiah. Selanjutnya, diambil rata-rata per gram sehingga 
menjadi 200.000 rupiah.dan seperempatnya adalah 50.000 rupiah. Angka 
tersebut tidaklah fantastis jika tangan si pencuri harus dipotong. Untuk 
tahun 2013 ini hraga emas per gram lebih kurang 600.000 
rupiah.Seperempatnya adalah 200.000 rupiah.90 Hal sebaliknya 
dikemukakan oleh Shalih Al-Utsaimin. Ia berpendapat bahwa :91 
Tangan pencuri harus dipotong jika mencuri seperempat dinar atau 
lebih. Jatuhkan sanksi potong tangan karena mencuri seperempat 
dinar dan batalkan sanksi itu kalau yang dicuri kurang seperempat 
dinar. Hal ini sangat jelas. Selanjutnya, kalau ada yang 
mengatakan bahwa Rasulullah SAW memberlakukan hukum 
potong tangan karena mencuri seperempat dinar dinilai besar. Saat 
itu harga seekor kambing adalah satu dinar, sedangkan untuk saat 
ini seperempat dinar nilainya sedikit sekali. Jawabannya bukan, 
bukan begitu. Pemikiran seperti ini tidak dapat diterima. Sebab 
sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat harus diambil begitu 
saja. Padanannya adalah zakat unta pada zaman Rasulullah SAW 
sebanyak dua ekor kambing atau dua puluh dirham. Saat ini kalau 
diminta mengeluarkan zakat sebanyak beberapa dirham, maka kita 
akan memberikan dua puluh dirham. 
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Dengan melihat paparan diatas, dapat dimengerti bahwa tidak 
terlalu penting untuk mengontekstualisasikan ajaran Islam dari sisi angka. 
Menurutnya yang terpenting adalaha menerima sepenuhnya ajaran Islam 
tanpa harus mempertanyakan lebih lanjut.92 
Sementara itu ulama kharismatik Mesir, Syaikh Mutawalli Al-
Sya’rawi, berpendapat sebagai berikut:93 
Bagaimana kita memberi nilai angka seperempat dinar untuk saat 
ini? Kalau seperempat dinar tidak cukup untuk hidup, maka wajib 
menaikkan nilai tersebut sampai pada nilai nisab tersebut sampai 
pada nilai tertentu yang dinilai cukup untuk membiayai kebutuhan 
hidup. Dinar pada zaman dahulu berupa emas sehingga angka 
seperempat dinar sangat tinggi. Dulu harga satu gram emas sama 
dengan 790,5 qursy ( Qursy adalah uang pecahan dari pound Mesir 
sama seperti Halalah yang merupakan pecahan dari uang riyal 
Arab Saudi. 1 Pound = 100 qursy), tetapi sekarang harga per gram 
emas sama dengan dua ratus tujuh puluh pound Mesir. Terkadang 
ada seseorang yang terpaksa mencuri karena memang sangat 
butuh atau kelaparan. Oelh karena itu, Syariat Islam menentukan 
bahwa sebuah ukuran yang tidak melebihi keperluan untuk 
keberlangsungan hidup pelaku dan orang yang di bawah 
tanggungannya, yaitu berupa dirham. Mencuri satu dirham tidak 
dikenai hukuman had seakan-akan tidak berdosa. Demikian itu 
ketika cara-cara yang disyariatkan dilaksanakan untuk 
mendapatkan kebutuhan pokok. Kita juga mengetahui bahwa 
Rasulullah SAW pernah memberikan satu dirham kepada 
seseorang, lalu bersabda, “Belilah makanan untukmu dan 
keluargamu.” Satu dirham pada saat itu cukup banyak. Satu dirham 
merupakan bagian terkecil dari uang senilai dua belas dinar. Jadi, 
seperempat dinar sama dengan tiga dirham. Satu dirham pada saat 
sekarang ini sama dengan dua puluh pound Mesir. 
 
Terlihat bahwa pendapat Al-Sya’rawi tampak lebih dinamis 
dibandingkan dengan shahih Al-Utsaimin. Hal ini terlihat dari cara Al-
Sya’rawi menjelaskan konsep seperempat dinar yang nilainya sama 
dengan tiga dirham dan bahkan ia mencoba mengontekstualisasikan 
persoalan ini ke zaman sekarang. Memang masalah ini harus dipahami 
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tidak hanya melalui pendekatan ekonomi-matematis, tetapi juga harus 
melibatkan aspek sosiologis-historis. Artinya, makna nilai yang 
seperempat dinar pada zaman nabi SAW harus dilihat juga dari sisi 
ekonomi pada saat itu.94 Hal seperti ini penting dilakukan mengingat nilai 
mata uang sangat fluktuatif. Mengenai nilai yang diajukan Al-Sya’rawi, nilai 
itu tidak fantastis. Ia menyebutkan satu dirham sama dengan dua puluh 
pound Mesir. Jadi, nisab barang curian yang sudah wajib dipotong 
tangannya hanya sekitar 20*3= 60 pound Mesir.95 
Untuk dapat mengetahi niali tiga dirham dalam kurs rupiah, harus 
diukur dengan dolar Amerika Serikat. Satu dolar Amerika Serikat sama 
dengan 5,7 pound Mesir. Dengan demikian, tiga puluh pound Mesir sama 
dengan 10,52 dolar Amerika Serikat. Jika satu dolar Amerika Serikat sama 
dengan 9.500 rupiah, maka 10,52 dolar Amerika Serikat sama dengan 
99,940 rupiah dan dapat dibulatkan menjadi 100.000 rupiah. Inilah 
perkiraan seperempat dinar atau tiga dirham, yaitu 100.000.96 
Menurut Dr. Hamzah Hasan M.Hi yaitu: 
Apabila harta benda yang dicuri tidak mencapai nisab, maka 
hukuman yang diberlakukan yaitu hukuman tazir. Hukuman tazir 
merupakan hukuman yang dikuasakan kepada penguasa setempat. Ini 
bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pencuri untuk tidak 
mengulangi lagi perbuatannya. Hukuman ini juga untuk pelajaran bagi 
orang lain yang mungkin mengambil celah (karena barang yang dicuri 
tidak mencapai nisab) untuk tidak mencuri. Hukuman ini diberlakukan 
untuk mengantisipasi jangan sampai orang lain berbondong-bondong 
melakukan pencurian karena benda yang dicuri tidak mencapai nisab 
sehingga tidak dikenakan hukuman potong tangan. 
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2. Bentuk Sanksi Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP 
Hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum positif 
termuat pada Pasal 362 KUHP “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, 
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud 
untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus 
rupiah.”97 
Adapun pengertian penjara adalah tempat orang-orang dikurung 
dan dibatasi berbagai macam kebebasan. Penjara umumnya adalah 
institusi yang diatur pemerintah dan merupakan bagian dari sistem 
pengadilan kriminal suatu negara, atau sebagai fasilitas untuk menahan 
tahanan perang.98 
Dalam hukum positif Indonesia apabila anak mencuri, dalam proses 
hukum dan pemberian hukuman akan diberikan perlakuan yang berbeda 
dari orang dewasa yang melakukan pencurian. Ini dikarenakan dasar 
pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga 
negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu 
mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Khusus mengenai 
sanksi terhadap anak dalam UU Pengadilan anak ditentukan berdasarkan 
perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang berusia 8 sampai 12 tahun 
hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang 
tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada 
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Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 
sampai 18 tahun dijatuhkan pidana.   
Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Anak. Menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana 
anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak 
pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan 
Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.99 
a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi 
(Pasal 82 UU SPPA): 
 Pengembalian kepada orang tua/Wali; 
 Penyerahan kepada seseorang; 
 Perawatan di rumah sakit jiwa; 
 Perawatan di LPKS; 
 Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan 
yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 
 Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau 
 Perbaikan akibat tindak pidana. 
b. Sanksi Pidana 
Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak 
pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan 
(Pasal 71 UU SPPA): 
Pidana Pokok terdiri atas: 
 Pidana peringatan; 
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 Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar 
lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; 
 Pelatihan kerja; 
 Pembinaan dalam lembaga; 
 Penjara. 
Pidana Tambahan terdiri dari: 
 Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; 
atau 
 Pemenuhan kewajiban adat. 
Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 
12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, 
Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional 
mengambil keputusan untuk: (lihat Pasal 21 UU SPPA) 
a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau 
b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, 
dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di 
instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di 
tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.100  
Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis dapat melihat perbedaan 
dan persamaan sebagai berikut: 
1. Dari segi bentuk hukuman. Di dalam KUHP apabila memenuhi 
unsur maka dapat dihukum dengan hukuman lima tahun penjara 
atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah, 
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sedangkan hukum Islam apabila terpenuhi unsur dan syaratnya 
maka dihukum dengan hukuman potong tangan. Apabila tidak 
terpenuhi unsur maka dikenakan hukuman ta’zir/ hukuman yang 
diberlakukan oleh penguasa setempat. 
2. Pandangan mengenai batasan umur anak. Di dalam KUHP hanya 
menjelaskan dengan kata ‘barangsiapa’ walaupun dalam UU sistem 
peradilan anak telah menjelaskan bahwa batasan anak yaitu 18 
tahun ke bawah sedangkan hukum Islam menjelaskan bahwa 
seseorang telah dewasa apabila telah bermimpi basah bagi laki-laki 
dan haid bagi perempuan atau apabila tidak terdapat tanda-tanda 
tersebut dan telah mencapai umur 15 tahun maka sudah dapat 
dikatakan dewasa. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Adapun perbandingan pandangan mengenai tindak pidana 
pencurian menurut KUHP dan Hukum Islam dari segi unsur yaitu 
keduanya sama-sama memiliki unsur mengambil, unsur benda di 
dalam keduanya, memiliki unsur melawan hukum di dalam 
keduanya. Yang menjadi perbedaan yaitu dalam hukum Islam 
unsur mengambil lebih mendetail menjadi mengambil secara 
sembunyi-sembunyi, benda dijelaskan lebih spesifik berada di 
tempat penyimpana. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka 
pelaku dikenakan hukuman potong tangan. Selain itu barang 
tersebut apabila menjadi milik bersama dari pelaku dan korban 
maka tidak dikenakan hukuman potong tangan. Lain halnya dengan 
KUHP terdapat unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Ini 
berarti bahwa apabila barang yang dicuri merupakan milik bersama 
antara pelaku dan korban, maka dapat dikenakan hukuman. 
2. Adapun perbandingan tindak pidana pencurian menurut KUHP dan 
Hukum Islam dari segi bentuk hukumannya yaitu dalam KUHP 
pasal 362 maka dikenakan hukuman 5 tahun penjara atau denda 
sedangkan dalam hukum Islam terbagi dua yaitu hukuman potong 
tangan apabila unsur dan syarat terpenuhi dan tazir apabila unsur 
tak terpenuhi. Selain itu dalam mekanisme pemberikan hukuman 
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Hukum Islam lebih fleksibel karena melihat latar belakang dan 
alasan dari pelaku serta melihat situasi dan kondisi masyarakat.  
 
B. Saran 
Adapun saran terkait dengan persoalan tindak pidana pencurian 
menurut KUHP dengan Hukum Islam sebagai berikut : 
1. Untuk mencapai tujuan utama penegakan hukum yaitu 
keadilan, ketenteraman, dan menimbulkan efek jera bagi 
pelaku perlu kiranya dilakukan perubahan pada KUHP pasal 
362. 
2. Perlu adanya perubahan pada pasal 362 tentang membedakan 
secara tegas hukum antara pencuri yang bermotif memperkaya 
diri dengan pencuri yang bermotif untuk menghilangkan lapar. 
Sesuai dengan hadist “barangsiapa yang mengambil barang 
orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan 
tidak terus- menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman 
kepadanya.” 
3. Perlunya penjelasan secara merinci dan tegas mengenai 
pemberian sanksi bagi pelaku pencurian di dalam hukum 
pidana. 
4. Perlunya tindakan nyata upaya penegak hukum untuk 
menanggulangi kasus pencurian dalam masyarakat. 
5. Perlunya kajian komprehensif lebih mendalam mengenai tindak 
pidana pencurian. 
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